WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR =1 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 511.2/3149/SJ Tanggal 14 Mei 2020 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di
Daerah, untuk memastikan ketersediaan, kelancaran
distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan
pangan di Kota Banjarmasin, khususnya di tengah
kondisi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan
Daerah Kota Banjarmasin;

bahwa pandemi Covid-19 berdampak luas pada seluruh
sendi kehidupan masyarakat diantaranya pemenuhan
kebutuhan pokok masyarakat yaitu pemenuhan
kebutuhan pangan mulai kemampuan dari daya beli,
terhambatnya distribusi, penurunan produksi, hingga
stabilitas harga di Kota Banjarmasin,;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Banjarmasin,
dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan
Pangan Daerah Kota Banjarmasin,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali kota Banjarmasin tentang
Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42860) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);



Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;



2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/2020
Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Penanganan
Daya Beli Masyarakat dan perekonomian Nasional.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Banjarmasin
dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Wali kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Banjarmasin
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

a. memastikan dan melaksanakan pemantauan secara
harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi
harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kota Banjarmasin,
meliputi:

1. beras;

2. jagung;

3. bawang merah
4. bawang putih

5. cabai besar;

6. cabai rawit;

7. daging sapi/kerbau;
8. daging ayam ras;
9. telur ayam ras;
10. gula pasir dan
11. minyak goreng

b. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Banjarmasin
melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada
Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Oktober ZzG2z

WALI KOTA BANJARMASIN,

.___.,fL_-

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR "<' TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM
SATUAN TUGAS
1. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ketua
2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Wakil Ketua
Daerah Kota Banjarmasin
3. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sekretaris
Kota Banjarmasin
Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Anggota
Komandan Kodim Kota Banjarmasin Anggota
6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
7. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota
8. | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota| Anggota
Banjarmasin
9. | Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Anggota

Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

o

IBNU SINA




